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 Artikel ini membahas tentang implementasi pasal 13 peraturan daerah 
kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2011 terkait dengan pengendalian dan 
pengawasan perederan minuman beralkohol oleh dinas perisndustrian dan 
pedagangan kabupaten Alkohol. Hal ini dilatar belakangi oleh maraknya peredaran 
minuman keras di wilayah tulungagung, dalam pengaturannya distributor minuman 
keras hanya diperbolehkan untuk menjual 5 jenis minuman keras. Tetapi pada 
prakteknya distributor-distributor yang telah memilki SIUP MB menyalah gunakan 
izin tersebut dengan menjual minuman keras lain yang tidak terdaftar. Permasalahan 
yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi pasal 13 Peraturan 
Daerah kabupaten tulungagung Nomor 4 tahun 2011, apa hambatan dalam 
implementasi pasal 13 peraturan daerah Nomor 4 tahun 2011. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian Yuridis sosiologis. 
 Dari hasil analisa yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa 
implementasi terhadap pasal 13 peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 4 
tahun 2011 terkait dengan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman 
beralkohol oleh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten tulungagung telah 
sesuai dengan substansinya. Hal tersebut juga ditunjang dengan dibuatnya peraturan 
bupati tulungagung no 18 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman 
Beralkohol di Kabupaten Tulungagung. 
 Hambatan yang dialami terkait dengan implementasi terhadap pasal 13 
peraturan daerah kabupaten tulungagung no 4 tahunn 2011 adalah kurangnya 
dukungan dari masyarakat terhadap pemberantasan penggunaan minuman beralkohol 
dilingkungannya, belum adanya pelaksanaan dari Tim TP3MB ( Tim Terpadu 
Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol ) yang secara internal 
belum memenuhi kesiapan dan pelaku usaha yang berusaha memanfaatkan kondisi 
dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri. Yang mana hambatan ini bisa 
ditanggulangi dengan cara razia secara rutin terhadap perdagangan minuman 
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beralkohol, pendekatan terhadap produsen miras lokal yang tidak terdaftar, pendataan 
ulang terhadap pemegang SIUP-MB ( Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman 
Beralkohol ). Saran dari penulis supaya dialkukan sebuah pengawasan yang lebih 
efektif terhadap peradaran minuman keras, perlunya upaya sosialisi pemerinatah 
terkait dengan bahaya minuman keras, dan juga kesiapan anggaran untuk pengawasan 
peredaran minuman keras. 
 
 









































This article discusses the implementation of article 13 of regulation the 
Tulungagung district number 4 in 2011 is related to the control and supervision of 
the outlets of alcoholic beverages by the perisndustrian and trade district of alcohol. 
This event will be based by the rampant circulation of liquor in tulungagung, a liquor 
distributor in the setting it is only allowed to sell five types of liquor. But in practice 
the distributor-distributors that have been misappropriated have PROVIDED MB 
permits to sell liquor are not listed. The issue raised in this thesis is how the 
implementation of Chapter 13 Regulations Area tulungagung district number 4 in 
2011, what are the obstacles in the implementation of article 13 of Regulation No. 4 
area in 2011. This research uses the Juridical sociological research methods. 
From the results of the analysis that has been done then it can be said that the 
implementation of article 13 of regulation the tulungagung district number 4 in 2011 
is related to the control and supervision of the circulation by the alcoholic beverage 
industry and trade tulungagung district were in accordance with its substance. It is 
also supported by establishing rules of tulungagung Regent no 18 in 2012 on the 
implementation rules of The directive number 4 in 2011 about the control and 
supervision of the circulation of alcoholic beverages in Tulungagung district. 
The barriers associated with the implementation of article 13 of regulation the 
tulungagung District number 4 in 2011 is the lack of support from the community 
towards the eradication of the use of alcoholic beverages be, yet the implementation 
of TP3MB (Integrated monitoring and control the circulation of alcoholic beverages) 
that internally has not met the readiness and the businessmen who try to take 
advantage of the conditions with the aim of benefiting himself. Which these barriers 
can be overcome by means of raids on a regular basis against the trade of alcoholic 
beverages, the approach to the local manufacturers of alcoholic beverages that are 
not listed, restart logging of holders of SIUP-MB (Business Licence Trade of 
alcoholic beverages).Suggestions from the author to do a more effective supervision 
of the liquor circulation, the need for a Government socialization efforts related to 
the dangers of liquor, and also readiness budgets to control liquor circulation. 
 














I. Pendahuluan  
Manusia adalah makhluk monodualis yaitu makhluk yang terdiri dari beberapa 
kodrat tetapi tetap merupakan satu kesatuan, terdiri dari susunan kodrat yaitu jiwa dan 
raga, sifat kodrat manusia yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta 
kedudukan kodratnya sebagai makhluk Tuhan dan makhluk yang berdiri sendiri. 
Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia itu hidup di tengah-tengah 
manusia lain atau hidup dalam suatu komunitas yang disebut masyarakat. Dalam 
kehidupannya di tengah-tengah masyarakat, terjadi distribusi manusia dalam 
hubungannya yang satu dengan yang lain.1  Setiap individu berkepentingan dengan 
individu-individu lain dalam kelompoknya sendiri maupun di luar kelompoknya. 
Dalam kehidupan sehari-hari rasa berkepentingan itu tersalurkan melalui proses 
sosialisasi dan interaksi sosial. Proses sosialisasi merupakan suatu proses 
pembelajaran sejak anak itu masih kecil dengan tujuan untuk membentuk 
kepribadiannya. Interaksi sosial terjadi ketika anak itu mulai bergaul dengan orang 
lain baik dalam lingkungan keluarganya sendiri maupun dengan orang lain atau 
masyarakat di luar lingkungan keluarga 
Bagi sebagian manusia,minuman beralkohol merupkan media untuk saling 
berinteraksi antara manusia atau yang biasa kita sebut media sosialisasi. Sejak jaman 
dulu, minuman beralkohol sudah beredar di Indonesia, tapi bentuknya masih 
minuman tradisional, seperti arak. Pengertian minuman arak di kalangan masyarakat 
Indonesia memang sudah dipandang negatif. Hal tersebut dikarenakan banyaknya 
dampak negatif yang terjadi akibat meminum minuman beralkohol. Dalam sebuah 
kumpulan masyarakat seseorang dapat diakui eksistensinya dalam sebuah masyarakat 
apabila sudah mengkonsumsi minuman beralkohol, dan sering terjadi dilingkungan 
pergaulan remaja, seorang anak remaja diakui oleh teman-teman dan lingkungan 
sekitarnya  apabila sudah bisa meminum minuman beralkohol, disamping itu 
peredaran minuman beralkohol  juga bisa dibilang sangat mudah didapatkan, 
minuman tersebut banyak juga dijual ditempat-tempat umum dan harganya yang 
                                                  
1RonnyHanitijo, Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat, Remadja Karya, Bandung, 
1985, hlm. 90 
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murah serta penjual tidak memperdulikan pembeli yang masih dibawah umur sesuai 
ketentuan undang-undang. 
Minuman keras yang beredar di Indonesia pada umumnya adalah pembuatannya 
di luar negeri, dalam hal ini minuman keras hanya dapat di impor oleh impotir 
terdaftar. Saat ini yang ditunjuk sebagai impotir minuman beralkohol adalah PT. 
Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). PT PPI mengimpor minuman beralkohol 
untuk memenuhi kebutuhan hotel, pub, bar dan restoran seta memenuhi kebutuhan 
perusahaan toko bebas bea didalam kota maupun di Bandara Internasional atau 
pelabuhan utama dengan jumlah dan jenis minuman beralkohol yang ditetapkan oleh 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan.  
Sedangkan produksi atau pembuatan minuman beralkohol didalam negeri hanya 
dapat dilakukan dengan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri. 
Dalam pelaksanaan perdagangan minuman beralkohol ini pun ditetapkan bahwa 
Pemerintah melarang mengedarkan dan atau menjual minuman alkohol ditempat 
umum, dan berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain 
kecuali di hotel, bar, pub, dan restoran dengan demikian keberadaan minuman 
beralkohol tidak disalah gunakan oleh masyarakat sehingga ketertiban dimasyarakat 
tetap terjaga. Mesti sudah diketahui akan dampak negatif dari minuman beralkohol 
tersebut masih banyak pihak yang memproduksi minuman tersebut. Hal ini didorong 
oleh motif ekonomi, akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman 
beralkohol ini makanya pemerintah berusaha untuk mengurangi konsumsi 
terhadapanya dengan menaikkan bea terhadap minuman kerasl ini sehingga harga 
dari minuman keras ini lebih mahal, sehingga tidak semua dapat membeli minuman 
keras ini. 
Sering kita jumpai pemberitaan, baik media cetak maupun elektronik mengenai 
dampak negatif dari mengkonsumsi minuman beralkohol. Banyak orang yang 
mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian harus berurusan dengan pihak 
kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika ia telah berlebihan 
mengkonsumsi. Masyarakat awam pun pasti tahu bahwa ketika diminum tanpa batas, 
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maka manusia menjadi tidak terkendali dan senantiasa berbuat semaunya saja. 
Banyak kasus hukum yang terjadi dari minuman beralkohol. Salah satu incame atau 
pendapatan daerah yang cukup besar berasal dari pajak minuman beralkohol. Namun 
disisi lain pengaruh daripada minuman tersebut cukup banyak, yaitu terjadinya 
berbagai jenis tindak pidana kekerasan antara lain misalnya penganiayaan, pencurian, 
zina atau cabul atau susila, pengrusakan, perkosaan, pembunuhan, membuat keributan 
di malam hari, dan lain sebagainya. Apabila kebiasaan minum seseorang itu tidak 
mengganggu fungsinya dalam masyarakat, dan tidak menimbulkan bahaya bagi 
kesehatan jasmani atau rohaninya maupun orang lain, tidak dianggap sebagai 
peminum yang menimbulkan masalah. 2 
Selanjutnya apabila perdagangan minuman beralkohol dikaitkan dengan beberapa 
pengaturan dalam KUHP kiranya akan nampak adanya hubungan dengan hal tersebut 
secara hanya. Didalam beberapa pasalnya, KUHP telah menentukan jenis perbuatan 
melanggar hukum tertentu yang terjadi karena pengaruh minuman beralkohol. 
Menurut pasal 536 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk 
berada di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah”3  
yang artinya bahwa mabuk dijalan umum adalah merupakan pelanggaran hukum, 
sehingga terhadap pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Disamping itu juga ada 
ancaman pidana bagi barang siapa yang pada saat keadaan mabuk di muka umum 
dengan disertai tindakan yang mengganggu ketertiban lalu lintas keamanan dan 
ketertiban umum dan lain sebagainya, hal ini adalah sesuai dengan apa yang 
ditentukan dalam pasal 492 KUHP.4  Penyalahgunaan minuman beralkohol sering 
kali disertai timbulnya masalah, dampak tersebut tidak hanya menyangkut pada 
individu peminum saja tetapi juga masyarakat sekitarnya. Dengan demikian diantara 
penyalahgunaan minuman beralkohol dengan kejahatan mempunyai hubungan yang 
erat 
                                                  
2Soedjono Dirdjosisworo, Alkoholisme paparan hukum & kriminologi, Remadja Karya, Bandung, 
1984,hlm. 23 
3Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm 195 
4Ibid, hlm. 180 
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Dampak kesehatan yang terjadi dari konsumsi minuman beralkohol yang 
berlebih antara lain: 
a. GMO (Gangguan Mental Organik) gangguan tersebut akan mengakibatkan 
perubahan perilaku seperti bertindak kasar sehingga bermasalah dengan keluarga, 
masyarakat dan pertumbuhan orang itu sendiri. Perubahan fisiologis, seperti mata 
juling, muka merah, jalan sempoyongan.  
b. Lalu perubahan psikologi, seperti susah konsentrasi, bicara melantur, mudah 
tersinggung. Lama kelamaan, takaran dosis yang diminum akan semakin besar 
karena kecanduan. 
c. Kemudian pada usia 17-19 tahun, otak manusia masih mengalami perkembangan 
pesat. Oleh karena itu, sayang sekali jika remaja sudah terbiasa dengan kecanduan 
minuman keras karena akan menghambat perkembangan memori dan sel-sel otak.  
d. Selanjutnya Oedema otak merupakan pembengkakan dan terbendungnya darah 
pada jaringan-jaringan otak sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi dalam 
otak secara normal. 
e. Sirosis hati ditandai oleh pembentukan jaringan ikat disertai nodul pada hati 
karena infeksi akut dan virus hepatitis yang menyebabkan peradangan sel hati 
yang luas dan kematian sel. Pada awalnya hati membesar, kenyal dan sakit 
apabila ditekan. 
f. Mengkonsumsi minuman keras hingga kecanduan bisa menyebabkan gangguan 
pada jantung. Lama kelamaan jantung tidak akan berfungsi secara normal. 
g. Gastrinitis merupakan luka atau radang pada lambung. 
h. Paranoid merasa sedang dipukuli sehingga perilakunya menjadi kasar kepada 
orang-orang disekitar sebagai pelampiasan dendam sehingga ia melakukan 
sesuatu diluar nalarnya. 5 
Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pasal 14 ayat 1 huruf (g) tentang 
penanggulangan masalah sosial, pemerintah daerah berkewajiban untuk 
mengendalikan peredaran dan melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol 
                                                  
5http://www.anneahira.com/minuman-keras.htm  diakses pada 29 Agustus 2012 
8 
 
ini, agar tidak terlalu luas dampak negatif yang terjadi. Di Kabupaten Tulungagung 
telah menindak lanjuti dengan disahkannya Peraturan Daerah Undang-undang Nomor 
4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman 
Beralkohol di Kabupaten Tulungagung . Sesuai dalam pasal 13 yang memuat 
ketentuan tentang pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati 
Tulungagung atau dinas yang ditunjuk yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Tulungagung, sebagai lembaga yang berwenang dalam peredaran 
minuman beralkohol dimulai dari perdagangan minuman beralkohol, pemberian ijin 
usaha, survey terhadap pemohon ijin usaha, serta pengawasan yang berada dalam satu 
tim bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain yang telah diatur 
dalam Peraturan Bupati Tulungagung nomor 18 tahun 2012 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Pengendalian dan 
Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung yang 
pengawasannya ditujukan kepada IT-MB (Impotir Terdaftar Minuman Beralkohol), 
Distributor, Sub-distributor, Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol 
golongan B, dan golongan C serta Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman 
beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya. 
Selain itu juga ada pengawasan terhadap Perizinan, impor, pengedaran dan penjualan 
minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, dan kemasan selanjutnya Tempat 
atau lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B 
dan golongan C. 
 
II. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka muncul beberapa masalah 
antara lain: 
1. Bagaimana ImplementasiPasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung 
Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan Pengendalia ndan Pengawasan Peredaran 
Minuman Beralkoh ololeh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam 
mengendalikan peredaran perdagangan minuman beralkohol? 
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2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Tulungagung dalam Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah 
Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Terkait Pengendalian dan 
Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol serta solusi yang dilakukan dalam 
menghadapi hambatan tersebut? 
III. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 
sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji  Implementasi Pasal 13 
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 
Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan dalam kaitannya dengan peredaran perdagangan 
minuman beralkohol di daerah kabupaten Tulungagung dan berusaha menelaah 
kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.6 
2.  Lokasi Penelitian 
Kabupaten Tulungagung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung 
3.  Jenis dan sumber data  
1.  Jenis data Primer  
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian 
melalui wawancara dengan pihak terkait tentang peredaran minuman 
beralkohol. 
 
                                                  




b. Data Sekunder  
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 
dokumentasi dalam hal ini adalah pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulungagung nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan 
peredaran minuman beralkohol 
2. Sumber Data 
a.  Data Primer  
Data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang ada dilokasi 
penelitian, melalui wawancara dengan responden. 
b. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan baik dari buku-buku, 
dan literatur-literatur. 
 
4. Populasi dan Sampel 
Populasi dari penelitian ini sangat luas sehingga dipilih sampel sebagai objek 
penelitian. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan purposive sampling, yang 
artinya sampel telah ditentukan berdasar objek yang diteliti.7 Dan populasi dari 
penelitian ini adalah  Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Perindutrian dan 
Perdagangan Kabupaten Tulungagung, pelaku usaha dalam bidang minuman 
beralkohol dan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Sampel yang diambil adalah 
Kepala Bidang Perdagangan dan Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten 
                                                  
7 Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 
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Tulungagung, Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja, Pelaku usaha dan Masyarakat 
konsumen minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
1. Data Primer menggunakan wawancara dan observasi 
2. Data Sekunder menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan 
6. Teknik Analisis Data 
Peneliti dalam menganalisis data menggunakan teknik Deskriptif Analisis, yaitu 
dengan menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.   
7. Definisi Operasional 




1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung 
Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak antara koordinat (111°43' - 
112°07') Bujur Timur dan (7°51' – 8°18') Lintang Selatan dengan titik nol derajat 
dihitung dari Greenwich Inggris. Dan terletak kurang lebih 154 km ke arah Barat 
Daya dari Kota Surabaya. 
Luas wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebesar 1.150,41 Km² 
(115.050 Ha) atau sekitar 2,2% dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur. 
Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut: 
Sebelah Utara  :Kabupaten Kediri, Nganjuk dan Blitar. 
Sebelah Timur :Kabupaten Blitar. 
Sebelah Selatan :Samudera Hindia/Indonesia. 
Sebelah Barat  :Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo. 
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Distribusi Penduduk di Kabupaten Tulungagung dapat diukur dengan angka 
kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan 
unit wilayah/luas wilayah. Kepadatan penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 
2004 yaitu 875 jiwa/km2 dan pada Tahun 2008 adalah 907 jiwa/km2. 
Berdasarkan klasifikasi angka kepadatan penduduk masing-masing kecamatan di 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2008, bahwa kepadatan tertinggi adalah Kecamatan 
Tulungagung sebesar 4.961 jiwa/km². Kepadatan terendah adalah Kecamatan 
Tanggunggunung sebesar 212 jiwa/km². 
Berdasarkan klasifikasi angka kepadatan penduduk masing-masing desa/kelurahan 
di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 menunjukkan bahwa kepadatan tertinggi 
adalah Kauman, Plandaan, Karangwaru, Bago, dan Kedungwaru. Sedangkan 
kepadatan terendah adalah Rejoagung, Gendingan, Tanjungsari. 
Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk berdasarkan 
pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama, seperti: 
komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, komposisi penduduk menurut 
jenis pekerjaan dan lain sebagainya. Perkembangan jumlah di Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2003-2007, komposisi penduduk dapat dikelompokkan menurut 
jenis kelamin pada masing-masing kecamatan menunjukkan bahwa selama kurun 
waktu 5 tahun jumlah penduduk wanita selalu lebih besar dibanding jumlah 
penduduk laki-laki. Mata pencaharian penduduk Kabupaten Tulungagung pada Tahun 
2008 yang menonjol adalah dibidang pertanian 169.246 jiwa. Sedangkan mata 
pencaharian yang lain yaitu buruh sebanyak 91.007 jiwa, peternakan sebanyak 70.844 
jiwa, lain-lain 28.103 jiwa dan swasta sebanyak 34.671 jiwa.8 
 
 
                                                  




2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Dan Peradagangan Kabupaten 
Tulungagung 
 
Berdasarakan Peraturan Bupati Tulungagung No. 26 tahun 2008 tentang Tugas 
dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung 
tanggal 26 Juli 2008, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 5 tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulungagung berbunyi : “ 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintah daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan “ (Bab II pasal 3) 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bab II pasal 3, Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi (pasal 4) : 
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan. 
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 
perindustrian dan perdagangan. 
3. Pembinaan dan pelaksaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan. 
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati. 
 
3. Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan Pengendalian dan 
Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan. 
a. Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan Pengendalian 
Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan. 
Pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung mengacu pada keputusan 
Presiden RI no.3 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman 
beralkohol yang kemudian dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulungagung no.4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran 
minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung yaitu dengan menetapkan ketentuan 
mengenai impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol serta jenis atau 
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produk-produk minuman beralkohol yang dapat dijual atau diperdagangkan dalam 
negeri.  
Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung harus memenuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut, dimana harus 
melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tulungagung dengan 
tujuan semua hal yang berkaitan dengan  perizinan dapat lebih mudah diurus karena 
terdapat dalam satu instansi. Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten 
Tulungagung banyak yang ilegal ini dapat dilihat dengan banyaknya minuman 
beralkohol yang dijual bebas, yang mana tempat-tempat hiburan malam yang menjual 
minuman beralkohol itu tidak memiliki izin dari pemerintah padahal dengan adanya 
prosedur yang mengatur penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung 
diharapkan peredaran minuman beralkohol dapat dikendalikan dan ditujukan bagi 
pihak tertentu yang dianggap dapat menjalankan ketentuan yang ada. Dengan adanya 
peredaran minuman beralkohol ilegal maka banyak menimbulkan dampak negatif 
dimasyarakat.  
Izin penjualan minuman beralkohol itu sendiri dikeluarkan dengan ketentuan 
minuman beralkohol tersebut diminum langsung ditempat dengan kata lain minuman 
beralkohol itu boleh dijual kepada masyarakat dengan syarat minuman itu diminum 
langsung baik itu hotel, restoran, bar, pub dan klab malam yang mendapat izin 
penjualan tersebut jadi minuman beralkohol itu tidak diperbolehkan dibawa atau 
diminum ditempat yang tidak mempunyai izin penjualan minuman beralkohol. 
Dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Tulungagung no. 18 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian 
dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung, yang 
pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Bupati 
dilaksanakan oleh Tim TP3MB ( Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian 
Peredaran Minuman Beralkohol ) yang selanjutnya Tim TP3MB tersebut terdiri dari : 
1. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah ) yang membidangi perindustrian dan 
perdagangan.  
2. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah ) yang membidangi kesehatan. 
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3. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah ) yang membidangi pariwisata. 
4. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah ) yang membidangi keamananan dan 
ketertiban 
5. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah ) yang membidangi terkait lainnya, 
serta 
6. Unsur organisasi keagamaan, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat. 
Berdasarkan Undang-undang no. 2 tahun 2002 pasal 3 ayat (1) pengemban fungsi 
kepolisian adalah Kepolisian Negara RI yang dibantu oleh kepolisian khusus, 
penyidik pegawai negeri sipil dan atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam 
penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepolisian khusus ialah 
instansi atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan 
perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian 
dibidang teknisnya masing-masing, salah satu kepolisian khusus yaitu Balai 
Pengawasan Obat dan Makanan. Berhubungan dengan upaya pengendalian peredaran 
minuman beralkohol maka dikeluarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Pengawasan 
Obat dan Makanan nomor 0046/BB/EM/4.1/IX/1990 tanggal 18 September 1990 
tentang minuman beralkohol. Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh produsen 
minuman beralkohol di Indonesia agar mereka mendaftarkan kembali minuman 
beralkohol yang telah diproduksinya.  
Hal ini dilakukan karena jumlah minuman beralkohol yang terdaftar masih sangat 
sedikit jika dibandingkan dengan jumlah minuman beralkohol yang beredar. Dengan 
adanya surat edaran ini maka setiap minuman beralkohol yang pada labelnya tidak 
tercantum nomor regristrasi baru dianggap sebagai minuman beralkohol tidak 
terdaftar dan terhadap minuman beralkohol ini dinyatakan sebagai bahan berbahaya. 
Sedangkan bagi produsen yang memegang izin produksi minuman beralkohol tetapi 
memproduksi atau mengedarkan minuman beralkohol yang tidak atau belum terdaftar 
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pada Kementrian Kesehatan RI dapat dikenakan sanksi administratif berupa 
pencabutan izin produksi.9 
b. Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan Pengawasan 
Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan. 
Dalam melaksanakan pengawasan sebagai kewajiban dari Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung serta pihak yang terkait tidak hanya 
menertibkan tempat-tempat atau pengusaha-pengusaha baik becil, menengah maupun 
besar saja tetapi masyarakat atau individu itu sendiri, apabila masyarakat ada yang 
kedapatan mengkonsumsi minuman beralkohol dan setelah mengkonsumsi minuman 
beralkohol itu melakukan tindakan yang membahayakan atau merugikan orang lain 
maka tanpa alasan apapun pihak kepolisian atau SATPOL PP akan memberikan 
hukuman yang sesuai dengan tindakannya itu.  
Minuman beralkohol dapat menimbulkan penyakit masyarakat yang sulit 
dihentikan dengan tuntas karena semakin banyaknya jaringan penjual minuman 
beralkohol dan semakin pintarnya para penjual untuk mengelabuhi pihak kepolisian 
atau SATPOL PP bahkan pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Tulungagung yang berkaitan dengan perizinan, hal ini dilakukan agar penjual dapat 
menyimpan minuman beralkohol yang tidak terdaftar sehingga terbebas dari 
penyitaan. Sifat sanksi sendiri di Kabupaten Tulungagung sudah ditetapkan mulai 
dari surat teguran hingga pencabutan izin, menurut pemerintah sanksi tersebut 
dianggap sudah membuat jera penjual minuman beralkohol karena dengan sanksi 
tersebut penjual maupun produsen akan mengalami kerugian.  
Mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Tulungagung, permasalahan internal dalam Tim TP3MB ( 
Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol )yang 
masih belum tuntas, dimana persiapan Tim sejauh ini belum bisa berjalan karena 
kendala jumlah personil yang akan diikutkan dalam setiap tugas pengawasan belum 
                                                  
9Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang  Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Tulungagung, 28 Januari 2013. 
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pasti, sehingga untuk perencanaan anggaran kegiatan pengawasan sulit untuk 
ditentukan. 
Dalam melaksanakan pengawasan, yang dilakukan Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan pihak kepolisian dan 
SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) seperti melakukan razia ditempat-tempat 
yang diketahui menjual minuman beralkohol. Keberadaan tempat yang menjual 
minuman beralkohol itu diketahui dari masyarakat yang mengetahuinya dan 
melaporkannya kepihak yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan, apabila ada 
yang kedapatan menjual minuman beralkohol ilegal dan diluar ketentuan izin yang 
diberikan maka pada saat itu juga akan dilakukan penyitaan 
Pengawasan bukan merupakan upaya yang diharapkan selesai dalam satu atau dua 
tahun saja, upaya ini harus dilakukan secara terus menerus dengan segala 
konsekuensinya termasuk pula konsekuensi penyediaan anggaran operasional yang 
cukup bagi aparat-aparat pengawasan dilapangan. Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta 
untuk menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat dengan adanya perdagangan 
minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung maka Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Tulungagung berwenang mengabulkan atau menolak 
permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol bagi pengusaha 
yang bermaksud untuk menjual minuman beralkohol dengan bertujuan untuk 
mendapatkan keuntungan tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, 
sehingga tujuan dari dikeluarkannya izin tersebut selain untuk mendapat keuntungan 
juga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat tetap terjaga. 
 Permohonan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) 
diberikan bagi penjual langsung, pengecer TBB (Toko Bebas Bea) dan penjual 
langsung dan atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung 
rempah-rempah, jamu dan sejenisnya. Bagi penjual minuman beralkohol dapat 
diperoleh dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung seperti untuk hotel 
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berbintang 3,4,5 restoran bertanda talam kencana dan talam selaka dan bar, pub atau 
klab malam maka wajib membuat surat permohonan serta melampirkan: 
1. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB (Importir Terdaftar Minuman 
Beralkohol) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya 
sebagai penjual langsung sesuai dengan wilayah yang ditetapkan. 
2. SIUP dan atau Surat Izin Usaha tetap hotel khusus hotel bintang 3,4,5 atau surat 
izin usaha restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka, atau surat izin 
usaha bar, pub atau klab malam dari instansi yang berwenang. 
3. Sertifikat penetapan penggolongan kelas hotel dan restoran yang disahkan 
Gubernur. 
4. Izin gangguan (HO) khusus minuman beralkohol. 
5. IMB (Izin Mendirikan Bangunan). 
6. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari 
Camat setempat. 
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
9. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang 
memperpanjang SIUP-MB. 
10. Akta pendirian perseroan terbatasn dan pengesahan badan hukum dari pejabat 
yang berwenang dan akta perusahaan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk 
Perseroan Terbatas (PT). 
11. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun. 
12. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan 
penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar 
kepada penjual langsung lainnya. 
13. KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggungjawab atau pemilik. 
14. Pas foto penanggungjawab atau pemilik ukuran 4x6 cm berwarna. 
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Sedangkan untuk penjual langsung, pengecer di tempat tertentu lainnya dan 
pengecer golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya harus 
dilampiri dengan:  
1. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB (Importir Terdaftar Minuman 
Beralkohol) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya 
sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan sebagai penjual minuman langsung 
minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol 
ditempat lainnya dan penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol 
golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya. 
2. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari 
Camat setempat. 
3. Izin gangguan (HO) khusus minuman beralkohol. 
4. IMB (Izin Mendirikan Bangunan). 
5. SIUP Kecil atau menengah. 
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
8. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang 
memperpanjang SIUP-MB. 
9. Akta pendirian atau perubahan bagi Perseroan Terbatas (PT). 
10. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun. 
11. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan 
penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar 
kepada pengecer atau penjual langsung lainnya. 
12. KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggungjawab atau pemilik. 







4. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Tulungagung dalam Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan 
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Terkait 
Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. 
 
Masalah minuman beralkohol sebagaimana telah disebutkan diatas adalah 
masalah yang menyangkut tugas dan wewenang berbagai instansi dan lembaga baik 
yang dibawah pemerintah maupun swasta, oleh karena itu untuk pengaturan dan 
pengawasan alkohol di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan para petugas. Kehadiran hukum dan manajemen dengan 
pendekatan sistem yaitu pola pengaturan minuman beralkohol dari seri perdagangan, 
penyerahan daya dan dana yang meliputi mekanisme bekerjanya instansi dan 
kementerian sampai kantor-kantor wilayahnya terkoordinasi, penegakan hukum, 
prosedur acara pidana dan sebagainya yang digerakkan dalam suatu mekanisme yang 
mapan dan lancar.  
Penjual yang menyalahi aturan hanya memiliki tujuan tertentu yaitu mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga mereka tidak mau mengikuti prosedur 
yang berlaku, karena apabila mengikuti yang berlaku maka secara otomatis para 
produsen atau penjual dikenakan pajak dari apa yang diperdagangkan, padahal pajak 
itu sendiri bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan 
pendapatan negara khususnya pendapatan daerah. Dampak dari peredaran minuman 
beralkohol yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan tidak sedikit dan 
sangat mengganggu masyarakat, dengan banyaknya penjualan seperti itu maka semua 
orang, baik kalangan rendah, menengah hingga atas dapat dengan mudah 
memperoleh minuman beralkohol tersebut. Untuk mendapatkan minuman beralkohol 
yang peredarannya tidak dalam pengawasan pemerintah sangatlah mudah karena 
harga yang sangat terjangkau oleh semua golongan masyarakat, tempat yang terbuka 
dan mudah diketahui, penjual juga tidak melihat dan mempertimbangkan dampak 




Jenis minuman beralkohol yang dijual pun kadar alkoholnya banyak yang tinggi 
sehingga mudah untuk memabukkan bagi yang meminumnya. Akibat dari 
mengkonsumsi minuman beralkohol adalah si peminum kehilangan kendali atas 
tubuhnya karena dipengaruhi oleh alkohol, dan seperti kita ketahui bahwa orang yang 
dibawah kesadaran dan dipengaruhi oleh alkohol sering kali melakukan tindakan-
tindakan kriminalitas seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan lain-lain 
yang merugikan masyarakat. Penggunaan minuman beralkohol dikalangan 
masyarakat disalahgunakan untuk mabuk-mabukan, dimana kebiasaan tersebut dapat 
mengganggu ketertiban masyarakat. Minuman beralkohol dapat menjadi faktor 
pencetus dalam berlangsungnya kejahatan-kejahatan tertentu yang tidak 
membutuhkan perencanaan matang, tidak menyangkut penggunaan teknik dan cara 
melakukan yang rumit, serta terutama kejahatan non profesional.  
Perilaku peminum minuman beralkohol sebagai suatu kebiasaan hanya untuk 
suatu kesenangan semata atau dapat mengarah kepada perbuatan kriminal. Salah satu 
pandangan yang berbeda yaitu dari kelompok kesenian tradisional dan jelas ditemui 
pandangan berbeda karena pengaturan peredaran minuman beralkohol dari beberapa 
orang yang tergabung dalam kelompok kesenian daerah didalam salah satu ritual 
kesenian tersebut diharuskan untuk mengkonsumi minuman beralkohol, apabila tidak 
mengkonsumsi dinilai kesenian tersebut hilang nilai kesakralannya, kesenian tersebut 
biasa disebut Tayub atau Ledhek dalam bahasa jawa, salah satu warisan kebudayaan 
yang saat ini mulai memudar karena kurangnya peminat dan berbagai faktor lainnya. 
Kondisi dimana minuman beralkohol dapat dijangkau oleh semua kalangan karena 
banyak yang menjual minuman beralkohol dengan segala jenis, merk dan variasi 
harga dari yang terendah hingga yang paling tinggi dimanfaatkan oleh penjual untuk 
menjual sebanyak mungkin minuman beralkohol dengan tujuan untuk memperoleh 
keuntungan sebesar-besarnya. Disamping faktor diatas, terdapat faktor lainnya yang 
mempengaruhi penggunaan minuman beralkohol, faktor tersebut adalah faktor 





1. Faktor permintaan 
Banyaknya permintaan terhadap minuman beralkohol terjadi karena pola 
hidup konsumtif dari masyarakat. 
2. Faktor pemasok (Supply) 
Para pedagang minuman beralkohol menyediakan minuman beralkohol 
yang diperlukan oleh masyarakat atau remaja untuk memperoleh 
keuntungan pribadi. 
3. Faktor penunjang. 
Harga minuman beralkohol yang terjangkau oleh masyarakat dan 
perizinan,serta pengawasan dan pengendalian yang longgar menjadi faktor 
penunjang bagi peredaran minuman beralkohol sehingga keberadaannya 
sangat mudah didapat oleh masyarakat. 
Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung untuk untuk 
menanggulangi peredaran minuman beralkohol yang menyalahi aturan dilakukan 
dengan langkah berikut: 
1. Pembinaan dan penyuluhan kepada penjual yang menyalahi aturan yang 
telah ditetapkan 
2. Menata kembali tempat penjual dalam menjual minuman beralkohol. 
3. Memperbaharui data yang terkait dengan izin, untuk mengetahui izin 
yang sudah habis masa berlakunya. 
4. Apabila penjual bersikeras tetap tidak mengindahkan peringatan tertulis 
yang diberikan, penjual dapat dijatuhi sanksi administratif maksimal 
pencabutan izin. 
5. Mengadakan razia rutin secara tim yang terdiri dari berbagai instansi yang 
terkait terhadap perdagangan minuman beralkohol yang diizinkan. 
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Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa penanggulangan peredaran dan 
pengawasan minuman beralkohol memerlukan penanganan secara terencana, terarah, 
terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan peran aktif dari seluruh lapisan 
masyarakat, jadi yang bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran dan 
penggunaan minuman beralkohol bukan hanya pada pada Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Tulungagung melainkan tugas semua pihak. 
Penanggulangan permasalahan mengenai peredaran dan pengawasan minuman 
beralkohol hanya akan berhasil apabila pemerintah mendapat motivasi segenap 
potensi masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam mendukung progam 
pencegahan. 
V. Penutup  
1. KESIMPULAN 
a. Implementasi dari Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan Pengendalian dan 
Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan sudah terlaksana dan sesuai dengan substansi sejak Peraturan 
Daerah tersebut disahkan, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan 
disahkannya Peraturan Bupati Tulungagung no. 18 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 
Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di 
Kabupaten Tulungagung yang mengatur secara teknis pelaksanaannya, 
namun belum berjalan secara maksimal.  
b. Hambatan dari Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Terkait Pengendalian dan Pengawasan 
Peredaran Minuman Beralkohol yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan berupa adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan dilapangan 
diantaranya kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap pemberantasan 
penggunaan minuman beralkohol dilingkungannya, belum adanya 
pelaksanaan dari Tim TP3MB ( Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian 
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Peredaran Minuman Beralkohol ) yang secara internal belum memenuhi 
kesiapan dan pelaku usaha yang berusaha memanfaatkan kondisi dengan 
tujuan menguntungkan dirinya sendiri. Solusi penanggulangan 
penyalahgunaan minuman beralkohol oleh masyarakat antara lain 
mengadakan razia secara rutin terhadap perdagangan minuman beralkohol 
sehingga keberadaan minuman beralkohol dapat dibatasi, bekerjasama 
dengan pihak diluar yang tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan 
daerah, dalam hal ini pendekatan melalui tokoh adat setempat, pembinaan 
serta sosialisasi dengan tujuan menjadikan konsumen lebih cerdas dalam 
membeli barang, pendataan ulang terhadap pemegang SIUP-MB ( Surat Izin 
Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ) agar dapat dipantau masa 
berlakunya, kelengkapan terhadap permohonan izin dari pemohon SIUP-
MB, dengan tujuan melindungi pelaku usaha agar tidak merugikan 
konsumen. 
2. SARAN 
a. Dalam rangka mendukung pengawasan peredaran minuman beralkohol di 
Kabupaten Tulungagung yang efektif, perlu adanya pendekatan secara adat, 
penyuluhan terhadap pelaku usaha dan Pembinaan terhadap masyarakat agar 
menjadi konsumen yang cerdas dengan barang yang akan dibeli atau 
dikonsumsi.Ditingkatkannya pengawasan terhadap peredaran minuman 
beralkohol di Kabupaten Tulungagung dengan melibatkan semua pihak 
seperti tokoh adat masyarakat setempat, pemuda, kepolisian, SATPOL PP, 
serta pelaku usaha itu sendiri. 
b. Kesiapaan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan perlu adanya 
peningkatan mengingat pengawasan peredaran minuman beralkohol ini 
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